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BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BONE BOIANG0
NOMOR     4t       TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEIAKSANAAN

ANGGARAN PBNDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH TAHUN 2019

BUPATI BONE B0LANGO,

Menimbang         : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  8  Peraturan
Daerah   Kabupaten   Bone   Bolango   Nomor   1   Tahun   2020

tentang         Pertanggung).awaban     Pelaksanaan     Anggaran
Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Tahun    2019,    perlu
menetapkan    Peraturan    Bupati    Bone    Bolango    tentang
Penjabaran    Pertanggungjawaban    Pelaksanaan    Anggaran

Men8in8at

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
:  1.   Undang-Undang  Nomor   18  Tahun   1997  tentang  Pajck

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  1997  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

2.   Undang-Undang     Nomor     28     Tahun     1999     tentang
Penyelenggaraan   Negara  yang  Bersih   dan  Bebas   dari
Korupsi,    Kolusi    dan    Nepotisme    (I.embaran    Negara

Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3.   Undang-Undang    Nomor     38     Tahun     2000     tentang
Pembentukan    Provinsi    Gorontalo    (Lembaran    Negara

Republik  Indonesia Tahun  2000  Nomor  258,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4.   Undang-Undang     Nomor     6     Tahun     2003     tentang
Pembentukan  Kabupaten  Bone  Bolango  dan  Kabupaten
Pohuwato    di    FTovinsi    Gorontalo    (Lembaran    Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  26,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;





5.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  lndoenesia  Tahun
2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

6.   Undang-Undang     Nomor     1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan   Negara   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  tahun  2004  nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4355) ;

7.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistim
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4421);

8.   Undang-Undang    Nomor     33     Tahun     2004     tentang
Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,   Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4438);

9.   Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan  LJangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-
2025  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor    33,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4700) ;

10.Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang

Pemerintahan    Daerah     (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244 Tambahan Lembaran

Indonesia  Nomor  5587)   sebagaimana

beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-
r 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Daerah     (Lembaran     Negara    Republik

un  2015  Nomor  58  Tambahan  Lembaran
Ilk Indonesia Nomor 5679) ;

11.Undang-Undang     Nomor     30     Tahun     2014     tentang

Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;





12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2004  tentang
Rencana  Kerja  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2004  Nomor  74,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;

13.Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2005  tentang
Pinjaznan   Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2005  Nomor   136,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 4574) ;

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2005  Nomor   138,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) ;

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang

Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2005  Nomor  138,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

16.Peraturan   Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2005  tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor    139,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4577) ;

17. Peraturan  Pcmerintah  Nomor  65  Tahun  2005  tentang
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Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal   (I.embaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2005  Nomor  150, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585) ;

8.Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang
Pedoman       Pembinaan       dan       Pengawasan       Atas
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2005  Nomor  165,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

19. Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2006   tentang
Pelaporan  Keuangan   dan  Kinerja  lnstansi  Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 46 14) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
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Pembangunan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2006   Nomor  96,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4663) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara    Penyusunan    Rencana    Pembangunan    Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4664);

22.Peraturan   Pemerintah   Nomor   3   Tahun   2007   tentang
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada
Pemerintah,   Laporan   Keterangan   Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwalalan Rakyat Daerah
dan   Informasi    Laporan    Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat;

23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2007  tentang
Pengelolaan   Uang   Negara/Daerah    (Lembaran    Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ;

24.Peraturan   Pemerintah   Nomor   6   Tahun   2008   tentang
Pedoman  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4815) ;

25.Peraturan  Pemerintah  Nomor  71   Tahun  2010  tentang
Standar   Akuntansi   Pemerintahan    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan

Lembaran Negara Repubnk Indonesia Nomor 5165) ;

26. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  67
Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

27. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bone   Bolango   Nomor  6

Tahun   2016   tentang   Rencana   Pembangunan   Jan8ka
Menengah Daerali (RPJMD) Tahuri 2016-2021 ;

28. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  12
Tahun  2018  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019;

29. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone   Bolango   Nomor  3
Tahun  2019  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan





dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Tahun
2019;

30. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Bone   Bolango   Nomor   1
Tahun   2020   tentang   Pertangung).awaban   Pclaksanaan
Anggaran    Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan  :  1.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   Indonesia
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Nomor   13   Tahun   2006   tentang  Pedoman   Pengelolaari
Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
hall  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 ;

Peraturan  Bupati  Bone  Bolango  Nomor   1  Tahun  2019

tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belan]'a
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019;
Peraturan  Bupati  Bone  Bolango  Nomor  26  Tahun  2019

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran
2019;

MEMUTUSKAN   :

Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI BONE  BOLANGO  TENTANG  PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN            PELAKSANAAN           ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII TAHUN 2019

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
1 . Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b, Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Rp.        75.724. 604.086,44

Rp.      681.063.152.789,00

219.750.108.388

•umlah pendapatan   Rp.  976.537.865.263,44

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibali

Rp.      332.713.219.387,00

Rp.                                    0,00

Rp.                                     0,00

Rp.           8.324.834.750,00





5) Belanja Bantuan sosial                 Rp.              752. 500.000,00

6) Belanja Bagi Hasil                           Rp.                                    0,00

7) Belanja Bantuan Keuangan         Rp.      195.198.342.491,00

8) Belanja Tidak Terduga                   RD.               log.395.370.00

•umlah Belanja "dak hangsung  Rp.  537.098J291.998,00

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai

2) BeLanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Lang8ung
Jumlah Belanja
Surplus/(Defl8lt|

3. Pembiayaan:

a.     Penerimaan
b.     Pengeluaran

Rp.          49.287.380.028,00

Rp.       219.513.603.785,00

Rid.        191.740.914.536.OO

Rp.   460.541.898.349,00
997.640.loo.347

Rp.    (21.102.325.083,56)

Rp.          46.333.409.538,24

17.730.738.090
Jumlah pembiayaan Neto          Rt).     28.602.671.448.24
Slsa lebih pembiayaan anggaran tahun I)erketiaan

Rp.        7.500.346.364,68

Pasal 2
Ringkasan  Laporan  Realisasi Anggaran  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasan  Laporan  Realisasi Anggaran  sebagainana dimaksud
dalam Pasal  1  dirinci lebih lanjut ke dalaln penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Pcnjabaran Ifaporan Realisasi Anggaran sebagaimana dinaksud
dalaln  Pasal  3  tercantum  dalam  Lampiranl  11  Peraturan Bupati
ini.
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Pasal 5
Lampiran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa

pada tan8gal     31   I+LLi`.tu--              2o2o

Diundan9kan di Suwawa

pada tanggal  . .j.1 .... 4~#9.t.P.§ .......  2020

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN BONE BOLANOO

Ir. H. ISIIAK NTohIA. M.Si
PEIfBINA UTAMA MADYA
NIP.196411061991031cO5

BERITA DAERAII KABUPATEN BONE BOIANGO TAHUN 2020 NOMOR .41




